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RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN 20..
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN 
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang	:	a. 	bahwa diperlukan kebijakan strategis dalam upaya melaksanakan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang sejalan dengan langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di Bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
                          b.	bahwa untuk mendukung kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;
                          c. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;

﻿
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
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2. 
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65/OJK);
	

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : 		PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65/OJK) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Usaha Modal Ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur. 
2. Usaha Modal Ventura Syariah adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau nasabah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan hukum yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura. 
4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan hukum yang seluruh kegiatan usahanya melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
7. Perusahaan adalah PMV dan PMVS.
8. Kontrak Investasi Bersama adalah kontrak antara PMV atau PMVS dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dana ventura di mana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari pemegang unit penyertaan dana ventura dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
9. Dana Ventura adalah dana yang menampung pengumpulan dan pengelolaan dana milik pemegang unit penyertaan dalam Kontrak Investasi Bersama.
10. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian.
11. Unit Penyertaan Dana Ventura adalah instrumen yang diterbitkan oleh Dana Ventura kepada para pemegang unit penyertaan sebagai bukti kepemilikan Dana Ventura.
12. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang bersifat utang termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
13. Nilai Aset Bersih adalah selisih antara aset dan liabilitas Dana Ventura.
14. Pasangan Usaha adalah badan usaha yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan.
15. Debitur adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan dari PMV.
16. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan bagi hasil dari PMVS atau UUS.
17. Divestasi adalah penjualan saham Pasangan Usaha  yang dimiliki Perusahaan atau Dana Ventura.
18. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
19. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
20. Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura adalah rapat umum yang diselenggarakan atas inisiatif Perusahaan pengelola Dana Ventura, Bank Kustodian, dan/atau perwakilan pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dengan tujuan untuk pengawasan dan keterbukaan pengelolaan Dana Ventura.
21. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
22. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
23. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
24. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang dipersamakan bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
25. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan menggunakan akad: 
a. Mudharabah; 
b. Musyarakah; 
c. Wakalah bin Ujrah; 
d. Musyarakah Mutanaqisah; dan/atau 
e. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 3B
Penyertaan melalui pembelian sukuk konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan akad: 
a. Mudharabah; 
b. Musyarakah; 
c. Wakalah bin Ujrah; dan/atau 
d. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 3C
Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan menggunakan akad: 
a. Mudharabah; 
b. Musyarakah; 
c. Mudharabah Musytarakah; 
d. Musyarakah Mutanaqisah; dan/atau 
e. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 12 diubah dan ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
(1) Perusahaan dan UUS yang akan melakukan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi persyaratan yaitu rencana untuk melakukan kegiatan lain yang telah dicantumkan dalam rencana bisnis.
(2) Perusahaan dan UUS yang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.         
(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan dan UUS menghentikan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diketahui Perusahaan dan UUS tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat kondisi yang membahayakan bagi Perusahaan dan UUS.
(5) Dalam hal dilakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan pembiayaan yang sudah berjalan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa kontrak atau perjanjian berakhir.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.
(8) Dihapus.
(9) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16
(1) Perusahaan dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 14, dan/atau Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
b. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pengelolaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. analisis pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
b. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
c. analisis kelayakan kegiatan usaha.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dokumen tidak lengkap, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam surat permintaan kelengkapan dokumen.
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dianggap membatalkan permohonan.
(6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pemberian izin untuk melakukan pengelolaan Dana Ventura kepada Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30
(1) [bookmark: _Hlk145397511]Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola paling sedikit 5% (lima persen) dari total dana kelolaan.
(2) Ketentuan mengenai batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola oleh Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat disesuaikan dengan pertimbangan tertentu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola oleh Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 44 diubah dan ketentuan penambahan pada ayat (4) Pasal 44 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44
(1) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan aset produktif.
(2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah:
a. 1% (satu persen) dari nilai 
saldo  masing-masing aset produktif yang 
memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
b. 5% (lima persen) dari nilai saldo 
masing-masing aset produktif yang 
memiliki kualitas dalam perhatian khusus 
setelah dikurangi agunan;
c. 10% (sepuluh persen) dari nilai saldo 
masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
d. 50% (lima puluh persen) dari nilai saldo 
masing-masing aset produktif yang 
memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan; dan
e. 100% (seratus persen) dari nilai saldo  
masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
(3) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pada Pasangan Usaha di bidang 
sektor ekonomi prioritas dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditetapkan paling rendah:
a. 0,25% (nol koma dua lima persen) dari nilai 
saldo masing-masing aset produktif yang 
memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
b. 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai 
saldo masing-masing aset produktif yang 
memiliki kualitas dalam perhatian khusus 
setelah dikurangi agunan;
c. 5% (lima persen) dari nilai saldo 
masing-masing aset produktif yang 
memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
d. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan; dan
e. 50% (lima puluh persen) dari nilai saldo 
masing-masing aset produktif yang 
memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
(4) Sektor ekonomi prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) meliputi sektor ekonomi:
a. ekonomi kreatif;
b. ketahanan pangan;
c. penyediaan rumah sederhana dan/atau rumah susun sederhana;
d. energi baru dan terbarukan;
e. pariwisata yang berwawasan lingkungan;
f. pengelolaan air;
g. ketenagalistrikan;
h. infrastruktur penunjang transportasi 
darat, laut, dan udara berupa pembangunan 
jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, 
dan bandar udara; 
i. barang dan/atau jasa dalam rangka 
pembiayaan sektor kemaritiman; dan
j. sektor lainnya berdasarkan penetapan pemerintah pusat.
(5) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib:
a. membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif paling rendah 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dalam
laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. membentuk cadangan sesuai dengan 
standar akuntansi keuangan dalam 
laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 
oleh akuntan publik yang terdaftar 
di Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
atau ayat (3) yang dapat diperhitungkan sebagai 
pengurang saldo pembiayaan ditetapkan 
paling tinggi senilai saldo piutang pembiayaan.


8. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64
(1) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ayat (10), ayat (15), Pasal 63 ayat (13), Pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 19, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1), ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (9), Pasal 44 ayat (1), ayat (5), Pasal 46 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 55 ayat (1), ayat (3), Pasal 56, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan/atau Pasal 62  dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf  h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
b. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

9. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 65
Perusahaan berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilarang melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan kepada Debitur atau Pasangan Usaha kecuali yang merupakan pelaku usaha:
a. mikro, kecil, dan menengah;
b. pada tahap awal usaha dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
c. selain huruf a dan b sepanjang kepada sektor produktif dan mendukung program pembangunan nasional dalam rangka inklusi keuangan dan pembiayaan alternatif.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67
(1) Perusahaan berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat melakukan kerja sama pembiayaan dengan pihak lain dalam bentuk:
a. pembiayaan penerusan; atau  
b. pembiayaan bersama. 
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
a. Perusahaan lainnya; 
b. lembaga keuangan mikro; 
c. perusahaan pembiayaan; 
d. bank; 
e. koperasi; dan/atau 
f. lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diperkenankan untuk melakukan kerjasama melalui skema pembiayaan penerusan dan/atau pembiayaan bersama.
(3) Perusahaan berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilarang melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain yang telah diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Perusahaan berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib melakukan kegiatan pembiayaan penerusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan akad wakalah bil ujrah.

11. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 70A dan Pasal 70B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A
PMV berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui pembiayaan bersama.

Pasal 70B
(1) PMVS berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional melalui pembiayaan bersama.
(2) Kerja sama yang dilakukan oleh PMVS yang berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan pihak lain melalui pembiayaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh opini DPS.  

12. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 75A dan Pasal 75B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A
Perusahaan berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang: 
a. menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1); dan 
b. memiliki penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, penyertaan melalui pembelian sukuk konversi, dan/atau kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kepada Pasangan Usaha atau Debitur/Nasabah yang sama,
wajib memenuhi ketentuan akumulasi nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan lain.

Pasal 75B
Ketentuan akumulasi nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 75A berlaku: 
a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b kepada Pasangan Usaha atau Debitur/Nasabah yang merupakan pihak terkait; 
b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b kepada Pasangan Usaha atau Debitur/Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait; dan 
c. paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b kepada 1 (satu) kelompok Pasangan Usaha atau Debitur/Nasabah.

13. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94
(1) Perusahaan berbentuk venture debt corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), ayat (10), ayat (15), Pasal 93 ayat (13), Pasal 65, Pasal 67 ayat (3), ayat (4), Pasal 68 ayat (1), ayat (3), Pasal 69 ayat (1), ayat (3), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), ayat (4), Pasal Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), ayat (3), Pasal 75A, Pasal 76 ayat (3), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 85 ayat (1), ayat (3), Pasal 86, Pasal 88 ayat (1), Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan/atau Pasal 92  dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf  h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
b. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

14. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97
(1) Perusahaan dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan/atau Pasal 96 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf  h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
b. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

15. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 2 (dua) bab, yakni Bab VA dan VB sehingga berbunyi sebagai berikut:


BAB VA
MITIGASI RISIKO PERUSAHAAN

Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 12 (dua belas) pasal, yakni Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, Pasal 97D, Pasal 97E, Pasal 97F, Pasal 97G, Pasal 97H, Pasal 97I, Pasal 97J, Pasal 97K, dan Pasal 97L, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A
(1) Perusahaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan. 
(2) Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan dapat melakukan mitigasi risiko pembiayaan tambahan.


BAB VB
RESTRUKTURISASI

Pasal 97B
Perusahaan dapat melakukan restrukturisasi piutang pembiayaan.

Pasal 97C
Perusahaan dapat melakukan restrukturisasi piutang pembiayaan, dengan kriteria:
a. Debitur atau Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga piutang pembiayaan; dan
b. Debitur atau Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan/atau dinilai memiliki kemampuan membayar setelah piutang pembiayaan direstrukturisasi.

Pasal 97D
Perusahaan dilarang melakukan restrukturisasi piutang pembiayaan dengan tujuan untuk: 
a. memperbaiki kualitas piutang pembiayaan; dan/atau 
b. menghindari peningkatan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pasal 97E
Dalam melakukan restrukturisasi piutang pembiayaan, Perusahaan wajib memperhatikan prinsip: 
a. objektivitas; 
b. independensi; 
c. menghindari benturan kepentingan; dan 
d. kewajaran.

Pasal 97F
(1) Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi piutang pembiayaan.
(2) Kebijakan restrukturisasi piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
(3) Prosedur restrukturisasi piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan.
(7) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, Perusahaan wajib memiliki pedoman restrukturisasi piutang pembiayaan.
(8) Pedoman restrukturisasi piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
a. analisis dan dokumentasi; dan
b. prosedur pemantauan.

Pasal 97G
(1) Keputusan restrukturisasi piutang pembiayaan wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian pembiayaan.
(2) Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi, restrukturisasi piutang pembiayaan dilakukan melalui keputusan dalam rapat Direksi.
(3) Restrukturisasi piutang pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian pembiayaan yang direstrukturisasi.
(4) Dalam pelaksanaan restrukturisasi piutang pembiayaan, Perusahaan dapat membentuk satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perusahaan.

Pasal 97H
(1) Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha yang baik dan/atau kemampuan membayar Debitur atau Nasabah setelah piutang pembiayaan direstrukturisasi.
(2) Pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8), yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
(3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan Perusahaan dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara jelas dan lengkap.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pembiayaan yang direstrukturisasi ulang.

Pasal 97I
(1) Kualitas piutang pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan:
a. paling tinggi sama dengan kualitas piutang pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi piutang pembiayaan, apabila Debitur atau Nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas piutang pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi piutang pembiayaan, setelah Debitur atau Nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
c. berdasarkan faktor penilaian atas prospek usaha, kemampuan membayar dan/atau kinerja keuangan Debitur atau Nasabah:
1. setelah penetapan kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
2. dalam hal Debitur atau Nasabah tidak memenuhi syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi piutang pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
(2) Penetapan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
a. sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran ditetapkan:
1. paling tinggi kurang lancar untuk piutang pembiayaan yang tergolong diragukan atau macet; atau
2. tetap sama untuk piutang pembiayaan yang tergolong kurang lancar atau dalam perhatian khusus,
sebelum dilakukan restrukturisasi piutang pembiayaan; dan
b. setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan faktor penilaian atas prospek usaha, kemampuan membayar dan/atau kinerja keuangan Debitur atau Nasabah dalam hal restrukturisasi piutang pembiayaan yang dilakukan Perusahaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97C.
(4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi piutang pembiayaan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga untuk piutang pembiayaan yang direstrukturisasi ulang.
(6) Kualitas tambahan piutang pembiayaan sebagai bagian dari paket restrukturisasi piutang pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi.

Pasal 97J
Penetapan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bunga ditetapkan:
a. selama tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bunga, kualitas piutang pembiayaan mengikuti kualitas piutang pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
b. setelah tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bunga berakhir, kualitas piutang pembiayaan mengikuti penetapan kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97I.

Pasal 97K
(1) Perusahaan wajib menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang sama terhadap 1 (satu) Debitur dengan lebih dari 1 (satu) pembiayaan.
(2) Dalam menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang sama terhadap 1 (satu) Debitur atau Nasabah dengan lebih dari 1 (satu) pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menggunakan kualitas piutang pembiayaan yang paling rendah.
(3) Perusahaan dapat menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) pembiayaan yang dimiliki 1 (satu) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. piutang pembiayaan yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus buku; 
b. nilai Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan/atau    
c. Debitur atau Nasabah memiliki beberapa proyek yang berbeda dengan pemisahan arus kas yang tegas dari masing-masing proyek.

Pasal 97L
(1) Penetapan kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97K, berlaku pula bagi piutang pembiayaan yang direstrukturisasi.
(2) Dalam hal piutang pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penetapan kualitas piutang pembiayaan tidak dipengaruhi oleh kualitas piutang pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan lain kepada Debitur atau Nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

16. Ketentuan ayat (9) Pasal 98 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98
(1) Perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang bersumber dari:
a. penambahan Modal Disetor:
1. melalui penawaran umum saham; atau
2. tidak melalui penawaran umum saham;
b. pinjaman;
c. penerbitan efek bersifat utang;
1. melalui penawaran umum; atau
2. tidak melalui penawaran umum;
d. pinjaman/pendanaan subordinasi;
e. wakaf; dan/atau
f. hibah.
(2) Pihak yang dapat memberikan pendanaan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
a. pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
c. lembaga jasa keuangan;
d. lembaga keuangan multilateral; 
e. orang perseorangan; dan/atau
f. pihak lain. 
(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
(4) Perusahaan hanya dapat memperoleh sumber pendanaan dari orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk sumber pendanaan berupa:
a. penambahan Modal Disetor tidak melalui penawaran umum saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2;
b. penerbitan efek baik melalui penawaran umum maupun tidak melalui penawaran umum sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
c. wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; 
d. hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan/atau
e. pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang tidak dimaksudkan untuk kegiatan usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sumber pendanaan berupa wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan oleh PMVS dan/atau UUS.
(6) Bagi UUS, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PMV yang memiliki UUS tersebut.
(7) Dalam memperoleh pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMVS dan UUS wajib melakukan pendanaan tersebut berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
(8) Perolehan sumber pendanaan bagi PMVS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
(9) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf.
(10) PMVS dan UUS yang memperoleh sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib terlebih dahulu memperoleh opini DPS.

17. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 98A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A
Dalam hal atas penerbitan efek bersifat utang sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) huruf c dan/atau pinjaman/pendanaan subordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) huruf d memenuhi kriteria yaitu:
a. memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan, dan memiliki fitur untuk dikonversi menjadi modal; 
b. memiliki kriteria:
1. jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih termasuk yang memiliki kriteria sebagai perpetual dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada;
c. tidak dijamin oleh Perusahaan dan telah disetor penuh;
d. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
e. terdapat klausul yang mengikat yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok, bunga, dan/atau bagi hasil, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio permodalan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau menyebabkan pemburukan tingkat kesehatan Perusahaan; dan
f. terdapat perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan pemberi pinjaman,
maka dapat diperhitungkan sebagai komponen perhitungan Ekuitas sepanjang memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102
(1) Perusahaan yang akan melakukan penerbitan efek bersifat utang melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 1 wajib menyampaikan rencana penerbitan efek paling lama 2 (dua) bulan sebelum RUPS yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas dengan melampirkan dokumen berupa:
a. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh dari penawaran umum;
b. riwayat penerbitan efek sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
1. besaran emisi efek; 
2. rating bagi efek bersifat utang; 
3. jangka waktu bagi efek bersifat utang; dan 
4. profil pemegang efek bersifat utang;
c. proyeksi laporan keuangan;
d. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
e. surat pernyataan dari Direksi terkait rencana penerbitan efek; dan
f. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik terkait rencana penerbitan efek.
(2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan efek bersifat utang melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105
(1) Perusahaan yang akan melakukan penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 2 wajib menyampaikan rencana penerbitan efek paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan dan dilampiri dokumen berupa:
a. contoh surat efek bersifat utang;
b. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh;
c. rencana memorandum informasi yang akan ditawarkan, paling sedikit memuat:
1. rencana masa penawaran efek bersifat utang;
2. nama efek bersifat utang; 
3. jumlah pokok pendanaan;
4. jangka waktu pendanaan; 
5. tingkat bunga, jika ada; 
6. agunan, jika ada; dan 
7. perpajakan;
d. riwayat penerbitan efek sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
1. besaran emisi efek bersifat utang; 
2. rating efek bersifat utang; 
3. jangka waktu penerbitan efek bersifat utang; dan 
4. profil pembeli;
e. laporan keuangan prospektif;
f. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
g. pernyataan dari Direksi terkait rencana penerbitan efek;
h. rencana pemeringkat efek bersifat utang dan agen pemantau yang akan digunakan; dan
i. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik terkait rencana penerbitan efek.
(2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

20. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111
(1) Perusahaan dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97A ayat (1), Pasal 97D, Pasal 97E, Pasal 97F ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7),Pasal 97G ayat (1), ayat (3), Pasal 97H ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 97K ayat (1), ayat (2), Pasal 98 ayat (7), Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 ayat (1), Pasal 104, Pasal 105 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109, dan/atau Pasal 110 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf  h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
b. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112
(1) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.


22. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113
Penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

23. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114
Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.


24. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119
(1) Perusahaan dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (10), ayat (15), dan/atau ditolak rencana pemenuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (13), dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf  h  dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
b. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

25. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120
(1) Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha yang baik dan kegiatan pelaporan secara elektronik, Perusahaan wajib memiliki: 
a. sistem informasi dan teknologi informasi yang memadai; dan 
b. situs web,
berdasarkan spesifikasi tertentu.
(2) Spesifikasi sistem informasi, teknologi informasi, dan situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan ukuran Perusahaan.

26. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122
(1) Perusahaan dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf  h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
b. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.


27. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124
(1) Perusahaan dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
b. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

28. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 126
(1) Perusahaan wajib menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif.
(2) Penyusunan dan penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

29. Di antara Pasal 129 dan Pasal 130 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 129A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129A
Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur/Nasabah, Pasangan Usaha, dan pemangku kepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan. 

30. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133
(1) Perusahaan dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), ayat (2), Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 129A, Pasal 130, Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 132 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf  h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam laporan yang telah disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf a, Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).  
(7) Perusahaan dan UUS yang menggunakan informasi yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129A dikenai sanksi administratif paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
b. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.  

31. Di antara Pasal 144 dan Pasal 145 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 144A, Pasal 144B, Pasal 144C, dan Pasal 114D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144A
(1) Perjanjian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan perjanjian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kegiatan usaha dan perjanjian sumber pendanaan; dan
(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan dan/atau perpanjangan perjanjian setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, perubahan dan/atau perpanjangan atas perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 144B
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kewajiban memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi piutang pembiayaan, dinyatakan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.  

Pasal 144C
(1) Ketentuan perhitungan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dinyatakan berlaku bagi penyertaan dan/atau pembiayaan yang dilaksanakan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan mulai berlaku.
(2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penghitungan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku atas aset produktif yang memiliki kualitas lancar.        

Pasal 144D
(1) Sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 
(2) Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.   

Pasal II
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,




FRIDERICA WIDYASARI DEWI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR …   
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN 20..
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

I. UMUM
Otoritas Jasa Keuangan memegang mandat untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan agar berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen melindungi kepentingan konsumen serta meningkatkan resiliensi dan daya saing nasional.
Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan upaya untuk penguatan lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pembiayaan. Hal ini didorong dengan meningkatnya kebutuhan akses pembiayaan untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal serta pentingnya peningkatan efisiensi dan daya saing usaha perusahaan modal ventura, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah. Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk menciptakan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha, menyederhanakan regulasi yang bersifat administratif, dan menyesuaikan standar pengawasan agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan manajemen risiko yang efektif. 
Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat program prioritas nasional,  percepatan inklusi keuangan, peningkatan indeks kemudahan berusaha, serta harmonisasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang tepat guna dalam pengaturan dan pengawasan usaha perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah, serta mendorong pertumbuhan industri yang berintegritas, berkelanjutan, dan inklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1


Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 3A
Cukup jelas.
Pasal 3B
Cukup jelas.
Pasal 3C
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan tetapi tidak dapat diklasifikasikan dalam kegiatan Usaha Modal Ventura dan Usaha Modal Ventura Syariah. Kegiatan lain tersebut menimbulkan tambahan aset dalam bentuk penyertaan dan/atau piutang pembiayaan di dalam laporan posisi keuangan Perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dihapus.
Ayat (7)
Dihapus.
Ayat (8)
Dihapus.
Ayat (9)
Dihapus.

Angka 4
Pasal 16
Ayat (1)
Pengenaan sanksi administratif mempertimbangkan antara lain: 
a. dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi Perusahaan, dan sektor jasa keuangan; 
b. kompleksitas pelanggaran ketentuan; 
c. kondisi keuangan Perusahaan; dan/atau 
d. pelanggaran ketentuan yang berulang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.


Angka 5
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 30
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 44
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a.
Ekonomi kreatif antara lain mode, kuliner, kerajinan, film, aplikasi, musik, perdagangan berbasis elektronik (e-commerce).
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.
Huruf h.
Cukup jelas.
Huruf i.
Cukup jelas.
Huruf j.
Yang dimaksud dengan “penetapan pemerintah pusat” adalah penetapan berdasarkan peraturan perundangan maupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 64
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 65
Yang dimaksud dengan “tahap awal usaha” adalah siklus usaha di mana Pasangan Usaha, Debitur, dan/atau Nasabah baru memulai usaha dan belum menghasilkan keuntungan atas kegiatan usahanya.
Yang dimaksud dengan “tahap pengembangan usaha” adalah siklus usaha di mana Pasangan Usaha Debitur, dan/atau Nasabah telah mulai menghasilkan keuntungan tetapi masih memerlukan pengembangan agar dapat lebih produktif.

Angka 10
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan koperasi adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 70A
	Cukup jelas.

Pasal 70B
	Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 75A
Cukup jelas.

Pasal 75B
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 94
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 97
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 97A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Bentuk mitigasi risiko pembiayaan tambahan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan antara lain memastikan kelayakan dan kemampuan pembayaran calon Debitur atau calon Nasabah, serta bentuk mitigasi risiko lain yang dinilai dapat mengurangi eksposur risiko dari Perusahaan.    

Pasal 97B
Cukup jelas.

Pasal 97C
Restrukturisasi piutang pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara: 
a. penurunan suku bunga piutang pembiayaan; 
b. perpanjangan jangka waktu piutang pembiayaan; 
c. pengurangan tunggakan pokok piutang pembiayaan; 
d. pengurangan tunggakan bunga piutang pembiayaan; dan/atau 
e. penambahan fasilitas piutang pembiayaan.

Pasal 97D
Cukup jelas.

Pasal 97E
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “objektivitas” adalah sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “independensi” adalah pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 
Huruf c 
Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97F
Cukup jelas.

Pasal 97G
Ayat (1) 
Apabila keputusan pemberian pembiayaan diberikan oleh kepala cabang, keputusan restrukturisasi harus diberikan oleh pejabat minimal 1 (satu) tingkat di atas kepala cabang. 
Ayat (2) 
Kewenangan tertinggi dan mekanisme rapat Direksi ditentukan berdasarkan anggaran dasar atau ketentuan intern Perusahaan. 
Ayat (3) 
Tujuan restrukturisasi piutang pembiayaan dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian pembiayaan yang direstrukturisasi yaitu untuk menjaga objektivitas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas.

Pasal 97H
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “konsultan keuangan independen” adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi keuangan yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan ataupun Debitur atau Nasabah. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas.

Pasal 97I
Cukup jelas. 

Pasal 97J
Cukup jelas.

Pasal 97K
Cukup jelas.

Pasal 97L
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 98
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pinjaman temasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud “pinjaman/pendanaan subordinasi” temasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pendanaan yang berasal dari pemerintah antara lain dapat berasal dari lembaga pengelola dana bergulir atau program pemerintah lainnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Pihak lain antara lain badan usaha selain badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 98A
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 102
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 105
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 111
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 112
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 113
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 114
Cukup jelas.
	
Angka 24
Pasal 199
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "spesifikasi" mencakup standar teknis perangkat keras (hardware), kapabilitas perangkat lunak (software), fitur fungsional, kapasitas penyimpanan data, serta tingkat keamanan siber yang diterapkan dalam sistem informasi Perusahaan.

Angka 26
Pasal 122
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 124
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 126
Cukup jelas

Angka 29
Pasal 129A
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 133
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 144A
Cukup jelas.

Pasal 144B
Cukup jelas.

Pasal 144C
Cukup jelas.

Pasal 144D
Cukup jelas.


Pasal II
Cukup jelas.
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